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The Contribution of Islamic Law towards development of law in Indoneisa 
can be viewed from two points. First, from the quantity of regulation and 
constitution viewpoint which have been produced by the process of 
development of law in Indonesia which should be implemented by muslem 
community such as the constitution of marriage, religious foundation, 
implementation of pilgrimage ritual, management of zakat, banking of 
syari’ah, religious court, and special autonomy of the special territory of 
Aceh Province. From this viewpoint, that Islamic law gives a large 
contribution to the development of law in Indonesia is unavoidable. Second, 
correlation (cause and effect relation) viewpoint between islamic law and 
the process of the development of law in Indonesia as a result of Islamic 
Syari’ah which inspires and unites in the Indonesia constitution. This point 
of view is used in this case because of the scepticism which is risen from 
some interrelated realities in the method of law research which is traditional. 
Meanwhile, the stage to the modern thought is relatively still in doubt, in 
careful watch and it is ignored. 
Therefore, an identification on the characterictic of Islamic law must be 
done to obtain a relevance of Islamic law with the development of law in 
Indonesia. This identification can give a space  for the Islamic law to grow, 
develop and participate in development of law in Indonesia by giving a real 
contribution. Not to mention, the islamic law is one of  the sources for 
producing national law in Indonesia besides of traditional and colonialism 
law. However, in order that Islamic law can participate and contribute in 
development of law in Indonesia, Islamic law has to develop  its dynamic 
character by revitalizing Ushul Fiqh, diversifying texts, developing the 
territory or ta’wil and affording to formulate islamic law realistically and 
dynamically. 
Keyword: Contribution, Islamic law, development of law, scepticism, 
principle. 
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A. Pendahuluan 
Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat 
dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum 
Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun 
itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut 
hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di 
Indonesia. Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah 
memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. 
Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah 
dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syari‘at Islam yang wajib 
dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah Undang-
Undang tentang : perkawinan, kewarisan, 88  perwakafan, 89  penyelenggaraan ibadah 
haji 90 , pengelolaan zakat, 91  perbankan syari’ah, 92  surat berharga syari’ah negara, 
Peradilan Agama,93 dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.94 Dari 
banyaknya produk hukum ini tergambar besarnya kontribusi hukum Islam terhadap 
pembangunan hukum di Indonesia.95 Semua itu adalah buah dari syari‘at Islam yang 
menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia. 
Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan kontribusi norma dan nilai 
hukum yang berlaku dalam heteroginitas kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, 
lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu 
tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam 
selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi 
menyangkut pula persoalan politis. Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum 
                                                             
88UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan; PP RI No. 9 Th.1975 tentang Pelaksanaan UU RI No.1 
Th. 1974 tentang Perkawinan; INPRES RI No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
89 PP. RI No.28 Th.1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
90 UU RI No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. 
91UU RI  No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 tentang 
Badan Amil Zakat Nasional; Kepmenag RI No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 Th.1999 
tentang Pengelolaan Zakat dan Kepmenag RI No. 373 Th.2003 tentang pelaksanaan UU No.38 Th.1999 
tentang Pengelolaan Zakat. 
92UU RI. No. 7/1992 tentang Perbankan; UU RI No.10 Th.1998 tentang Perubahan UU No.7 Th.1992 
tentang Perbankan; UU RI No.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia yang memberi mandat pembentukan 
bank atau cabang bank syari‘ah pemerintah; dan PP No. 70 dan 72/1992 yang menjelaskan bank bagi 
hasil dalam UU No. 7/1992.  
93 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. 
94A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di 
Indonesia, Cet.I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 167. Misalnya, UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan 
Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari‘at Islam; UU 
No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Isitimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam yang melaksanakan syari‘at Islam melalui Mahkamah Syarìyah. 
95Untuk bidang hukum pidana Islam masih dicita-citakan (ius constituendum) yang perlu melakukan 
perjuangan terus menerus dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum positif 
(ius constitutum) di Indonesia, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, maupun mungkin kompilasi 
hukum. Ibid., 8-9. 
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Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. 
Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.96 Sementara 
Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. 
Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di 
Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar.  
Di samping itu, posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma 
agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya 
berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim 
wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar 
yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling 
membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas 
pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga 
pencurian.   
Dalam perkembangannya, pengundangan hukum Islam menjadi kebutuhan 
hidup bernegara yang harus dipenuhi. Sebab, ada kebutuhan terhadap undang-undang 
yang menjadi landasan dan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan 
perkara yang dibebankan kepadanya demi keseragaman dan kepastian hukum sehingga 
dapat memenuhi  rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melalui 
yurisprudensi yang berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan 
pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positip dalam 
rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional.   
Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat 
sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional. Hukum Islam 
dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi 
dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-
undangan.97 Dari aspek akademik, menurut A. Qodri Azizy,98  positivisasi tetap melalui 
proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (jurisprudence). Sementara  dari segi 
sistem politik demokratis, positivisasi tetap dalam koridor demokratisasi. Strategi dan 
pendekatan yang digunakan adalah logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus 
menjalankan syariat Islam.  
Berdasarkan sejarah, ada berbagai cara dan upaya penerapan hukum Islam di 
Indonesia yang sudah sejak lama dilakukan. Dari aspek yuridis sosiologis, upaya 
tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum 
nasional. Upaya ini sangat prospektif karena masih banyak peraturan perundang-
                                                             
96 Denny J.A., “Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional”, Pesantren, No. 2/Vol.VII /1990,  3. 
97 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika Dan Perkembanganya Di 
Indonesia, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media,  2008), 6. 
98  A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum 
Umum, ctk. II, (Yogyakarta: Gama Media Offset,  2004), 173. 
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undangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan perundang-
undangan nasional yang bernuansa Islami. Gejala transformasi yang demikian lahir dari 
tingginya rasa kesadaran dari masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa hukum tersebut 
hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.99   
Tetapi ada pertanyaan yang harus diajukan dalam mengamati perkembangan 
tersebut. Apakah benar hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam proses 
pembangunan hukum di Indonesia jika hanya diukur dari deretan produk-produk hukum 
tersebut? Apakah bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang 
memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia itu?. Karena 
ada pertanyaan seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat kontribusi hukum Islam 
dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dari perspektif yang kedua. Yaitu arah 
penglihatan dari sudut hubungan langsung yang bersifat sebab akibat antara hukum 
Islam dengan pembangunan  hukum di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent 
terdapat dalam hukum Islam itu yang merupakan kontribusi yang benar-benar tersendiri 
kepada proses pembangunan hukum di Indonesia?.  
 
B.  Tradisi Pengambilan Hukum di Kalangan Fuqaha Indonesia 
Ada semacam keragu-raguan di kalangan masyarakat akan kontribusi hukum 
Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Keragu-raguan ini timbul 
disebabkan oleh adanya beberapa kenyataan yang mempunyai interrelasi satu sama lain 
dalam tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Beberapa 
kenyataan itu antara lain adalah sebagai berikut.  
Pertama, metodologi Ushul al-fiqh dan Qawaid al-fiqhiyyah belum berhasil 
digunakan dengan baik oleh kalangan ahli hukum Islam Indonesia dalam membahas 
masalah-masalah kontemporer yang berkembang. Penggunaan metodologi ini bukan 
untuk mencari jawaban atas berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat 
pemahaman atas masalah-masalah cabang (furu’) yang ada pada kitab-kitab fiqh.100 
Selain itu, penggunaan metodologi ini juga bukan sebagai cara dalam upaya istimbath 
al-ahkam min nadhairiha al-ashliyyah melainkan sering diterapkan sebagai cara dalam 
upaya mengambil langkah tandhir al-masa’il binadhairiha. Dalam hal ini, cara-cara 
yang digunakan oleh mereka adalah mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk 
menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-
faktor sosial yang melingkupinya. Mereka beranggapan bahwa keputusan hukum yang 
                                                             
99 Soehartono, “Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional”, artikel pada Majalah 
Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 
2004, 753 
100 K.H.Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dalam Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek” dalam 
M.Imdadun Rahmat (Ed), Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, (Jakarta 
Selatan: Lakprsdam, 2002), xiv. 
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telah diambil oleh ulama terdahulu merupakan kata final yang selalu relevan  dengan 
kekinian dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik.  
Cara pandang seperti ini berkaitan erat dengan pemahaman mereka tentang 
hakikat ilmu. Secara ontologis, ilmu dirumuskan oleh mereka sebagai sesuatu yang 
diketahui dan diyakini secara tuntas atau ma yu’rafu wa yutqa.101 Karena itu, upaya 
kritik terhadap tokoh seringkali dinilai sebagai perbuatan yang menyalahi etika. 
Apalagi, kemampuan mereka yang mengkritisi tokoh dipandang tidak bisa menyamai 
sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Persepsi seperti ini berpengaruh 
besar terhadap sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan mereka. Akibatnya, 
kalangan ahli fiqh menganggap cukup dalam mencarikan jawaban atas masalah-masalah 
kontemporer dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. 
Dengan demikian, cara penetapan hukum yang ditempuh pun hanyalah dengan 
menetapkan apa yang sudah ada yang disebut sebagai taqrir jama’i.  
Cara penetapan hukum dengan taqrir jama’i ini seringkali mengabaikan faktor-
faktor substansial dari syari’ah yang mengakibatkan hukum Islam kehilangan frame 
idealnya. 
Fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam terasa hilang, yang ada justru kekakuan 
dan pemaksaaan kehendak. Dalam bingkai idealistik, hukum Islam seharusnya dibangun 
berdasarkan tujuan-tujuan syari’ah sebagaimana dirumuskan al-kulliyat al-Khamsah 
yang tidak ditolak oleh satupun ulama. Polanya, pertama-tama melihat ide-ide yang ada 
dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang 
hendak dicarikan pemecahannya, sambil melihat secara kritis persoalan-persoalan 
tersebut pada tataran empiris atau realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.  
Pandangan dan cara taqrir jama’i ini jelas memasung kreatifitas dan keberanian 
intelektual hukum Islam atau fiqh. Padahal perkataan fiqh itu sendiri mengandung 
kemungkinan adanya keragaman pendapat dan keputusan, terlebih lagi fiqh yang 
berbasis dalil ‘am. Ironisnya, dalam sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan 
mereka terdapat juga alternatif pilihan yang dirumuskan secara hirarchis. Hirarchi 
pertama adalah kesepakatan Nawawi-Rafi’i yang disusul dengan pendapat Nawawi 
sebagai hirarchi kedua. Hirarchi ketiga adalah pendapat Rafi’i yang disusul dengan 
pendapat yang didukung mayoritas ulama sebagai hirarchi keempat. Hirarchi kelima 
adalah pendapat ulama terpandai yang disusul oleh pendapat ulama terwara’ sebagai 
hirarchi keenam.  
Demikianlah sistem hirarchi pengambilan keputusan hukum dalam tradisi ahli 
hukum Islam Indonesia yang dikutip dari kitab I’anat al-Thalibin, karya Imam al-
Dimyathy yang sangat populer di pesantren.  Dalam hal ini, hirarchi Imam Nawawi 
                                                             
101 K.H. Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath NU: Sebuah Kritik” dalam Tashwirul Afkar dengan 
jurul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999, 66. 
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menempati posisi teratas yang mengungguli hirarchi ulama terpandai dan bahkan 
pikiran-pikiran mayoritas. Artinya, hirarchi ini jelas menempatkan pemikiran personal 
di atas pemikiran-pemikiran kolektif.102 Dengan kata lain, dalam tradisi pemikiran ahli 
fiqh ini, kebebasan dan kesetaraan sebagai ide-ide demokratisasi terpinggirkan. Ini 
berarti nilai-nilai HAM kurang mendapat perhatian.  
Kedua, para pemikir fiqh tidak berani untuk melakukan kajian-kajian langsung 
terhadap sumber-sumber syari’ah. Mereka terkesan selalu mendahulukan qawl yang 
terdapat dalam al-Kutub al-Mu’tabarah103 dari pada ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Sikap ini tercermin pada cara mereka dalam memecahkan persoalan dengan 
menggunakan cara ilhaq atau ilhaq al-masail bi Nadhairiha.104 Cara ilhaq, memang 
memperlihatkan arah lebih maju, namun secara substansial tetap menghadapi persoalan  
yang sama dengan cara taqlid. Oleh karenanya, mereka seringkali divonis sebagai pihak 
yang mempertahankan taqlid buta dan dinilai sangat konservatif di dalam merumuskan 
suatu ketentuan hukum. Istilah ilhaq digunakan sebagai ganti dari istilah qiyas yang 
dipandang mereka tidak patut digunakan.  Pada cara ilhaq, yang diperlukan adalah 
mempersamakan persoalan fiqh yang jawabannya belum ditemukan dalam teks kitab 
kuning dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan 
yang belum ada jawabannya itu dirujuk langsung kepada al-Qur’an dan hadits untuk 
mempersamakan karena antara keduanya terdapat illat yang sama.  
Agaknya, cara ilhaq ditempuh untuk menghindari stagnasi hukum atas persoalan 
kontemporer yang hendak dicarikan jawabannya. Kemandegan ini bisa jadi karena 
ketiadaan ketentuan fiqh yang mengaturnya akibat keterbatasan sumber rujukan 
khazanah kitab klasik madzhab Syafi’i yang dimiliki para ulama dan/atau karena 
keengganan mereka menggunakan kitab-kitab di luar madzhab Syafi’i. Padahal, fuqaha 
tidak boleh memauqufkan persoalan hukum di tengah dinamisme masyarakat. 105 
Apalagi, umat Islam sangat membutuhkan jawaban atas persoalan tersebut dengan 
legitimasi keagamaan agar terhindar dari kebingungan.  
Keengganan menggunakan kitab-kitab klasik selain madzhab Syafi’i berarti 
telah mereduksi paham yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh ahli fiqh 
Indonesia yaitu mengikuti salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 
Hanbali”. 106  Dalam  prakteknya, sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan 
                                                             
102 K.H.Husein Muhammad, Ibid., 28. 
103 Al-Kutub al-Mu’tabarah itu antara lain I’anatut Thalibin, Raudlah al-Thalibin, Anwar al-Tanzil, 
Bughiyah al-Mustarsyidin, Hasyiyah al-Syarwani ‘Ala al-Tuhfah, Hasyiyah al-Bujairimi ‘Ala Fath al-
Wahhab, Hasyiyah al-Bajuri ‘Ala Fath al-Qarib, Hasyiyah al-‘Iwadl ‘Ala al-Iqna’, Hasyiyah al-Kurdi 
‘Ala Bafadlal, Radd al-Muhtar ‘Ala al-Dar al-Mukhtar, Fath al-Mu’in, Asn al-Madzahib, Tanwir al-
Qulub dan lain sebagainya. 
104 K.H.Husein Muhammad, Tradisi Istinbath…, 31. 
105 K.H.Sahal Mahfudh, “Bahsul Masail…, xiv. 
106 Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik, (Jakarta: 
PT.Gramedia Pustaka, 1994), 69. 
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mereka masih tetap didominasi oleh cara berpikir tekstual ‘ala madzhab al-Syafi’i. Pada 
satu sisi, sikap talfiq tidak diperkenankan, namun di sisi yang lain, intiqal al-madzhab 
diperbolehkan. Dominasi ini tampak sekali dalam perdebatan yang berlangsung disertai 
keengganan mereka menghadirkan kitab-kitab non madzhab Syafi’i dalam kajian 
mereka atas masalah-masalah hukum yang terjadi. Kalaupun belakangan ini para ahli 
fiqh cenderung menggunakan kitab di luar madzhab Syafi’i bahkan Ibnu al-Dhahiri, 
namun kecenderungan itu masih sangat sedikit.  
Ketiga, adanya anggapan di kalangan ahli fiqh Indonesia bahwa ijtihad seakan-
akan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama sekarang. Anggapan 
ini menimbulkan sikap ahli fiqh untuk menghindari istinbath atau ijtihad. Artinya, 
mereka melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan fiqh tidak dengan 
menerapkan teori ushul al-fiqh dan/atau kaidah fiqh. Sesungguhnya istilah fiqh manhaji 
atau berijtihad secara manhaji telah diperkenalkan di kalangan mereka untuk 
menyelesaikan kasus yang tidak ada qawl atau wajah sama sekali dan tidak mungkin 
dilakukan ilhaq. Namun dalam prakteknya cara ini masih disikapi dengan setengah hati. 
Mereka belum menggunakan cara ini dalam kajian-kajian hukum yang mereka lakukan 
kecuali dalam kajian persoalan-persoalan tematis saja.  
Dengan demikian, ada klasifikasi masalah keagamaan yang diangkat oleh para 
ahli hukum Islam di Indonesia. Masalah yang dikaji oleh para ahli hukum Islam 
Indonesia itu tidak hanya difokuskan pada kasus-kasus fiqh praksis seperi ibadah, 
mu’amalah dan masalah fiqh lainnya. Namun, persoalan keagamaan kontemporer yang 
bersifat tematik pun menjadi obyek bahasan mereka. Misalnya, persoalan demokrasi, 
civil society dan Hak Azasi Manusia. Kedua masalah tersebut disikapi oleh mereka 
dengan menggunakan cara pendekatan yang berbeda. Masalah-masalah keagamaan 
yang bersifat praksis dibahas dengan menggunakan pendekatan qawl al-madzhab. 
Sedangkan masalah-masalah keagamaan kontemporer yang bersifat tematik dibahas 
dengan menerapkan kerangka bermadzhab secara manhaji melalui istinbath jama’i 
(ijtihad kolektif) oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Menariknya, respons yang 
diberikan oleh mereka terhadap masalah-masalah kategori kedua adalah lebih maju 
daripada respons mereka terhadap persoalan-persoalan kategori pertama. Perbedaan 
cara pendekatan yang diterapkan oleh para ahli fiqh Indonesia dalam merespons kedua 
masalah tersebut di atas tentu berpengaruh terhadap produk ketetapannya. 
Penggunaan istilah maslahatul ‘Ammah yang dilakukan oleh mereka juga masih 
terikat kuat dengan bingkai qiyas. Mereka menggunakan terminologi maslahatul 
‘ammah terkesan kuat untuk menghindari term maslahah al-mursalah. Pemilihan term 
bahsul masail juga untuk menghindari term ijtihad atau istinbat yang secara normatif 
memerlukan persyaratan yang amat ketat. Term Istinbat al-ahkam digunakan oleh 
kalangan ahli fiqh Indonesia bukan dimaksudkan sebagai pengambilan hukum secara 
langsung dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Term itu digunakan oleh mereka dengan 
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maksud sebagai penggalian hukum yang dilakukan dengan mentathbiqkan secara 
dinamis nash-nash fuqaha Syafi’iyyah.  
Dalam pandangan KH.Sahal Mahfudh,107 penggunaan metodologi Ushul al-Fiqh 
dan Qawaid al-Fiqhiyyah dalam tradisi pengambilan hukum sebagaimana tergambarkan 
di atas “masih belum memuaskan” karena hanya sebagai penguat atas keputusan yang 
diambil, apalagi jika diperlukan tandhir dan sebagai pengembangan wawasan fiqh. Jadi, 
tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli fiqh Indonesia masih cenderung tradisional. 
Langkah menuju ke arah pemikiran modern masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat hati-
hati, merasa belum waktunya atau seakan dihindari. 108  Dengan kata lain, ahli fiqh 
Indonesia masih berada pada paradigma al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih dan 
belum pada paradigma al-akhdz bi al-jadid al-ashlah. 
Keragu-keraguan terhadap kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan 
hukum di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas hingga saat ini masih berada dalam 
ukuran yang sehat.  Skeptisisme itu berbentuk pertanyaan dan tantangan yang ditujukan 
kepada para ahli fiqh Indonesia untuk membuktikan kemampuannya memberikan 
kontribusi terhadap proses pembangunan  hukum di Indonesia. Karena itulah, maka 
keragu-raguan seperti itu seharusnya disambut sebagai penggugah gairah para ahli fiqh 
Indonesia untuk bangun dan bergerak menyusun “fiqh baru” dalam rangka 
berpartisipasi melakukan pembangunan hukum di Indonesia itu. Apabila keragu-raguan 
itu tidak dipahami dalam artian ini maka responsi yang akan diberikan akan berupa 
sikap apologetik yang hanya mau tahu kebenaran sendiri tanpa mau mengadakan kritik 
mendasar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Buah dari sikap semacam ini 
hanyalah berupa idealisasi ajaran Islam yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut 
oleh ahli fiqh Indonesia tanpa mau melihat secara kongkrit kepada kesulitan luar biasa 
dalam penerapan ajaran itu dalam  kehidupan nyata. 
Dengan mengetahui dan menerima adanya skeptisisme lunak  di atas timbullah 
suatu pertanyaan ‘apakah yang salah pada manifestasi kehidupan umat Islam Indonesia 
terutama pada tradisi pengambilan hukumnya di masa kini’?. Dari jawaban atas 
pertanyaan ini barulah dapat diketahui apa yang harus dilakukan untuk membuktikan 
relevansi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari 
pembuktian inilah baru diketahui apakah kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum 
Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Pengetahuan akan kontribusi 
yang dapat diberikan oleh hukum Islam ini membawa kita kepada pengenalan bentuk-
bentuk kongkrit dari kontribusinya dalam sektor khusus yang berupa keterlibatannya 
dalam kegiatan pembangunan hukum di Indonesia.  
                                                             
107 K.H.Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masa’il…, 39. 
108 Memang ada yang menyebutkan bahwa karakter modernitas dan pluralitas mereka banyak diwarnai 
spirit fiqh  madzab. Dalam arti kata, dengan adanya banyak rujukan qawl imam, mereka bebas meiliki 
qawl yang lebih moderat. 
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C. Relevansi Hukum Islam dengan Pembangunan Hukum di Indonesia 
Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi hukum Islam dengan 
pembangunan hukum di Indonesia perlulah memahami terlebih dahulu karakteristik-
karakteristik hukum Islam yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. 
Pertama, keterlepasan sejarah hukum Islam dari perkembangan sejarah secara umum. 
Menurut teori klasik, 109  hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. 
Sebagai sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, hukum Islam mendahului dan 
tidak didahului oleh negara Islam. Hukum Islam itu menguasai dan tidak dikuasai oleh 
masyarakat Islam.” Meskipun hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang 
dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi sesungguhnya, 
perkembangan hukum Islam berada di luar perkembangan sejarah. Hukum Islam 
memiliki sejarahnya sendiri dan tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara 
umum. Dengan demikian hukum Islam terlepas dari perspektif kesejarahan secara 
umum. 
Karena alasan itulah maka dalam literatur tradisional mengenai hukum Islam 
antara lain masih terdapat bahasan yang panjang lebar mengenai kasus-kasus mati 
seperti hukum perbudakan. Keadaan ini bisa jadi karena hukum Islam sendiri  justru 
tidak mampu melepaskan diri dari statistika literatur hukum yang sedemikian rupa. 
Karakteristik ini dapat pula menjadi alasan bagi ketiadaan konflik tajam antara teori 
hukum Islam dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Islam di mana-
mana selama ini. Ketidakmampuan pemerintah Islam melaksanakan hukum secara 
penuh  mendorong mereka melakukan “penundaan” atas pelaksanaan hukum Islam 
secara penuh itu. Sebagai gantinya, mereka menggunakan keputusan hukum yang 
bersifat transisional. 
Kedua, adanya keterikatan hukum Islam yang ketat kepada landasan penafsiran 
harfiyah bahasa Arab atas khithab Allah sebagai pembuat hukum (syari’) baik yang 
berbentuk nash ayat al-Qur’an maupun nash hadits. Keterikatan hukum Islam kepada 
penafsiran harfiyah bahasa Arab itu sedemikian literair dan berdimensi tunggal sehingga 
pemberian nama dan status hukum suatu perbuatan ditentukan secara mutlak oleh 
pengertian bahasa tersebut.110 Oleh karenanya, suatu kata tidak memiliki konotasi selain 
                                                             
109 N.J.Coulson, “A History of Islamic Law”, Islamic Surveys, No. 2 (Edinburgh: 1964), 1-2. Lihat 
juga Hamid Ahmad, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: P3M, 1987), 1-2. Gibb juga 
menyatakan bahwa dalam Islam, hukum mendahului Negara baik secara logis maupun dalam artian 
waktu dan bahwa Negara ada demi tujuan semata-mata mempertahankan dan menjalankan hukum. Lihat 
Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan Yudian Wahyudi, 
(Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 36. 
110 Sebagai contoh adalah dictum jurisprudensiil dalam Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali (w.467H/1055M), 
al-Sirazi, Edisi M.Yasin ‘Isa, al-Luma’ (Mekkah: 1325H), 64. Buku ini merupakan buku referensi wajib 
yang bersifat dasar dalam yurisprudensi aliran hukum (madzhab)Syafi’i. 
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itu. Suatu contoh dapat diberikan di sini adalah kata al-maisiyr yang diartikan perjudian. 
Kata al-maisiyr ini tidak memiliki konotasi di luar arti perjudian sehingga semua 
pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum perjudian.  
Penguasaan penafsiran letterlijk terhadap konotasi sebuah kata sedemikian 
ketatnya maka hanya kehendak Tuhan pulalah yang dapat melakukan modifikasi 
konotasi dalam sebuah kata tersebut.111 Sebagai akibat lebih jauh dari ketat dan kakunya 
keterikatan hukum Islam kepada penafsiran linguistik ini adalah bahwa definisi-definisi 
yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu perbuatan tidak memberikan 
kemungkinan pengembangan pola diversifikatif dan multi dimensional bagi hukum 
Islam. Sesungguhnya gejala untuk melepaskan diri dari pengertian bahasa yang terlalu 
terikat kepada pengertian literernya telah muncul pada permulaan perkembangan hukum 
Islam. Sayangnya, gejala ini tidak berkembang menjadi sebuah sistem yang lengkap 
sehingga hanya bersifat sporadis dan tidak menetap.112 
Ketiga, tidak ada satu otoritaspun yang mampu memaksakan penyeragaman 
keputusan-keputusan hukum Islam di masyarakat. Memang benar pranata fatwa dengan 
segenap kelengkapannya telah ada. Namun, keputusan hukum dari pranata fatwa 
bersifat pribadi para faqih sehingga keputusan hukumnya berstatus sebagai  pendapat 
perseorangan para faqih. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan mereka jarang 
menunjukkan kesepakatan pendapat. Setiap keputusan hukum yang diberikan  oleh 
mereka senantiasa mengandung alternatif pemecahan. Itulah sebabnya, maka beredarlah 
pernyataan terkenal yang berbunyi “Ikhtilaf al-Aimmah Rahmat al-Ummah atau Ikhtilaf  
Ummatiy Rahmah” 113      yang berarti “perbedaan keputusan di kalangan para ahli 
hukum adalah rahmat bagi umat atau perbedaan keputusan umatku merupakan rahmat.” 
 Pendapat yang saling bertentangan itu tentu tidak semuanya bisa dianggap 
sebagai benar.  Apabila sikap yang ditunjukan justru memperlakukan semua pendapat 
yang bertentangan itu sebagai benar maka akan menimbulkan anarki hukum di mana 
tidak ada satu otoritaspun dapat memaksakan penyeragaman pendapat di kalangan umat 
Islam. Akibatnya, suasana ketidakpastian hukum pun akan terjadi dalam skala yang 
sangat besar terutama dalam kemacetan perkembangan hukum Islam itu sendiri dan 
dalam kemampuannya berantisipasi terhadap perkembangan waktu dan keadaan. 
Padahal sumbangan positif kepada pengembangan hukum nasional baru dapat diberikan 
                                                             
111  Hal ini dikenal dengan sebutan Ta’arudl al-Nashshain (pertentangan dua kehendak) yang 
merupakan bab tersendiri dalam buku-buku yurisprudensi Islam. 
112 M.Yusuf Musa, et.al., al-Aqidah wa al-Syari’ah fi al-Islam, (Cairo: 1946), 58f. 
113 Pernyataan ini dinilai oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani sebagai pernyataan yang batil karena 
sanad yang dloif dan maudlu’ saja tidak ditemukan apalagi yang shahih. Namun bagi kalangan yang lain, 
pernyataan tersebut dianggap sebagai hadis Nabi Saw yang dijadikan dasar justifikasi dalam meletakkan 
ikhtilaf pada posisi penting dalam pemikiran keagamaan. Karena itu, diktum  tersebut dalam bentuk 
inversi bahkan menjadi judul sebuah korpus hukum yang terkenal “Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-
Aimmah”, karya al-Dimasyqy. 
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apabila terdapat kepastian pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat 
dianggap mewakili hukum Islam.  
Selain karakteristik-karakteristik hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas,  
tentu masih banyak lagi karakteristik yang lain yang tidak dapat dikemukakan dalam 
forum dan kesempatan ini karena keterbatasan forum dan kemampuan penulis sendiri. 
Sungguhpun demikian, dari identifikasi karakteristik hukum Islam di atas dapatlah 
diperoleh pengetahuan tentang perubahan yang harus dilakukan. Perubahan inilah yang 
akan menimbulkan relevansi hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di 
Indonesia sekaligus dapat memberikan peluang bagi hukum Islam untuk berperan aktif 
dalam mengisi proses pembangunan itu dengan kontribusi yang kongkrit.   
Menurut Muhammad Thahir Azhary, hukum Islam memiliki berbagai relevansi 
hukum dengan sistem hukum nasional baik dalam bentuk konsep maupun praktik 
hukum yang ada, yaitu sebagai berikut: 
1. Prinsip permusyawaratan.  
            Prinsip permusyawaratan merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum 
yang mempunyai relevansi dengan  sila keempat pada  Pancasila yang menyangkut 
permusyawaratan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Syura ayat (38) yakni  
 ْمُھَنْیَب ٰىَروُش ْمُھُرْمَأَو(sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara 
mereka) dan surat Ali Imran ayat (159) yakni “ ِف ْمُھْرِواَشَوِرْمَأْلا ي ” (dan bermusyawarahlah 
engkau dalam setiap urusan). Ayat-ayat ini mengajarkan agar setiap persoalan yang 
menyangkut masyarakat atau kepentingan umum dimusyawarahkan. Nabi Saw selalu 
mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.  
2. Prinsip keadilan.  
            Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua setelah prinsip tauhid dalam hukum 
Islam. Perkataan adil (al ‘adl, al qisth dan al mizan) menempati urutan ketiga yang 
paling banyak disebut di dalam al-Quran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. 
Dengan prinsip ini, Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil114  
dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Dasar hukum bagi prinsip ini ditegaskan 
dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat (135)  “ ِل َءاَدَھُش ِطْسِقْلاِب َنیِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنیِذَّلا اَھُّیَأ اَی ْوَلَو ِھَّل
َنیِبَرْقَأْلاَو ِنْیَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ ٰىَلَع” (Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-
benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu 
sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu).115 Secara konstitusional, konsep dan prinsip 
keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan 
                                                             
114  Plato mngemukakan bahwa di dalam masyarakat yang adil, tiap warga negara harus dapat 
memainkan peran dan fungsi kemasyarakatan yang paling sesuai dengan dirinya demkian juga halnya 
dalam aset ekonomi peroranan. Lihat Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur 
Kesejarahan, (Jakarta,Refika Adhitama:2007), 177. 
115John Rawls menyatakan justice as fairness. Lihat Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, 
Jurnal Konstitusi (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009, 140. 
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dasar bagi tujuan dan cita-cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai landasan filosofis 
negara (filosofische grondslag). 
3. Prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia.  
            Prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala 
bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Persamaan di bidang hukum 
memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama116 terhadap 
semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (original position). Prinsip 
persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan 
mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and fredoms of 
citizens). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat 
ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen.117 al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat (228) menegaskan   يِذَّلا ُلْثِم َّنُھَلَوِفوُرْعَمْلاِب َّنِھْیَلَع ” yaitu para 
perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang 
makruf. 
4. Prinsip peradilan yang bebas.  
            Prinsip peradilan yang bebas ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat (58) 
yang berbunyi “ِلْدَعْلاِب اوُمُكْحَت نَأ ِساَّنلا َنْیَب مُتْمَكَح اَذِإَو” (Bila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil). Fungsi peradilan adalah 
memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen). 118  Kekuasaan 
kehakiman, menurut Abu Hanifah, harus bebas dari segala macam bentuk tekanan dan 
campur tangan kekuasaan eksekutif. Kebebasan ini mencakup juga wewenang hakim 
untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak 
rakyat.119  Dalam bidang justisial, pada setiap putusan hakim secara normatif wajib 
mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.120  
Di Indonesia, terdapat pengakuan eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang 
                                                             
116 Muhammad Thahir Azhary, op. cit., 126. Bandingkan dengan teori keadilan (Theory Justice), 
bahwa di dalam original position terdapat prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle), 
prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), lihat Pan Mohamad Faiz, op. cit. 141. Achmad Ali 
menyatakan bahwa di dalam Hukum Islam keadilan bukan persamaan melainkan kesetaraan. Di mana 
keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam. Lebih dari sekedar pengkajian fakta, 
sehingga keadilan berada tidak dalam ukuran persamaan melainkan kesetaraan. Lihat Achmad Ali, op. 
cit.,  240-241. 
117Azhary menyebutkan sebagai asas demokrasi yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, 
politik, dan sosial, termasuk hak dan kewajibannya. Lihat Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, 
op. cit., 89. 
118Berdasarkan BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Di samping itu terdapat peradilan agama sebagai tonggak penguat akan eksistensi hukum dan 
keadilan bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
119Muhammad Thahir Azhary, op. cit., 145. Mengenai hak-hak rakyat lihat juga Muhammad Bahrul 
Ulum dan Dizar Al Farizi, op. cit.,83-84. 
120Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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independen 121   dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.122  
5. Prinsip kesejahteraan.  
            Prinsip kesejahteraan terkandung pada motivasi pelaksanaan doktrin Islam 
“hablun min Allah wa hablun min al-nas”, yaitu aspek ibadah dan aspek mu’amalah. 
Realisasi prinsip ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam 
masyarakat.123    
 
D. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia 
Peran aktif akan dapat diberikan oleh hukum Islam dalam proses pembangunan 
hukum di Indonesia dengan kontribusi yang nyata bila perubahan-perubahan hukum 
Islam telah dapat dilakukan. Perubahan-perubahan itu dapat dirumuskan sebagai 
berikut.  
Pertama, watak dinamis hukum Islam harus dikembangkan untuk menunjang 
perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum di Indonesia ini. Langkah-
langkah strategis yang harus ditempuh adalah, pertama, perhatian besar hukum Islam 
harus ditujukan kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa 
Indonesia dewasa ini. Kedua, upaya penyusunan hukum Islam baru harus dilakukan 
untuk memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di 
masa kini. Untuk merealisasikan idealisasi ini haruslah melakukan revitalisasi Ushul al-
Fiqh, diversifikasi teks dan perluasan wilayah ta’wil.124  
Memang benar bahkan sangat perlu melakukan revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk 
mendinamisasikan hukum Islam.  Alasannya karena Ushul al-Fiqh merupakan 
metodologi yang menghasilkan produk-produk fiqh. Menurut Nabil Shehaby125 bahwa 
Ushul al-Fiqh merupakan “the queen of all Islamic Sciences”. Maksudnya, bahwa Ushul 
al-Fiqh merupakan suatu subyek yang membahas bukan hanya persoalan-persoalan 
hukum dalam artian sempit tetapi juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah-
masalah kebahasaan, logika, metodologi, epistemologi dan teologi. Kajian yang 
diterapkan adalah menggunakan model kajian interdisipliner. Misalnya, dalam rangka 
memahami bahasa al-Qur’an perlu memahami Filologi sebagai penunjang. Demikian 
juga untuk mengkonstruksikan kondisi yang mengitari ketika ayat al-Qur’an diturunkan 
maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan hermeneutik (social approach) 
                                                             
121Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
122Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty: 1995), 139. 
123Muhammad Thahir Azhary, op. cit., 152. 
124 M.Isham El-Saha, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU” dalam Tashwirul Afkar,164. 
125 Nabil Shehaby, Illat and Qiyas in Early Islamic Legal Theory”, Journal of The American Oriental 
Society 102 (1982) sebagaimana dikutip oleh M.Isham El Saha, 173. 
  605 
sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan 
antropologi. Sedangkan untuk mengkonstruksikan bagaimana ayat itu dipahami oleh 
umat dalam perjalanan sejarah Islam baik dalam konteks yang sama maupun yang 
berbeda maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan kesejarahan (historical 
approach)sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sejarah.  
Kegunaan yang ingin didapatkan dari penggunaan cara-cara seperti ini adalah 
dapat diperolehnya rumusan hukum Islam yang realistis dan dinamis. Realistis karena 
rumusan hukum Islam tersebut merupakan hasil dialektika penyusunnya dengan realitas 
sosial yang dihadapinya, sementara dinamis karena  hukum Islam tersebut dapat 
berkembang dalam sebuah proses yang bersifat cair dan tidak hanya terikat kepada 
gambaran dunia khayali yang menurut teori “tercipta di masa lampau”. Guna 
pengembangan ini, maka pandangan yang jauh harus dimiliki oleh para pakar hukum 
Islam. Selain itu, pendekatan multi dimensional kepada kehidupan harus pula dimiliki 
oleh para pakar hukum Islam. Lebih jauh, keterikatan para pakar hukum Islam 
seharusnya tidak hanya kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama 
bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Pendekatan seperti ini menjadikan 
usaha-usaha penyegaran hukum Islam tidak lagi memiliki watak sektarian yang akan 
berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena pendekatannya yang 
berdimensi tunggal. Bahkan tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu pada akhirnya 
menciptakan variasi baru dari kebekuan yang telah ada, atau “menciptakan semacam 
neo-konservatifisme”. 
Kedua,  perlu memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang 
dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, 
ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan, tetapi dalam 
perkembangannya scope bidang-bidang hukum Islam itu mengalami penciutan secara 
berangsur-angsur. Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi 
urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri dari penghamburan 
waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang persoalan-persoalan yang 
tidak urgen. Karena itu, agar hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional 
Indonesia, maka skala priyoritas penggarapannya harus ditentukan. Ketiadaan 
pembidangan menurut skala priyoritas akan menimbulkan kekaburan pandangan yang 
akhirnya akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam 
hukum nasional. Upaya pembidangan ini misalnya hanya bidang hokum perdata 
perkawinan dan hokum kewarisan. Dengan demikian, seluruh perhatian harus 
difokuskan kepada upaya integrasi hukum Islam yang telah diciutkan itu ke dalam 
hukum nasional. 
Ketiga,  pembatasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus ditindak lanjuti 
oleh para ahli hukum Islam. Penggarapan hukum Islam ini dilakukan dengan upaya 
merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih 
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mencerminkan kebutuhan masa kini disertai dengan perimbangan-pertimbangan 
kemanusiaan secara proporsional. Bahkan proses pengambilan keputusan hukum Islam 
harus ditujukan pada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata 
yurisprudensi yang disusun menurut metodologi yang telah disepakati. Di samping itu, 
harus ada usaha penciptaan sarana administratif bagi upaya integrasi hukum Islam ke 
dalam hukum nasional, setidak-tidaknya dengan menyusun indeks yang sistematis dan 
seragam bagi keputusan hukum Islam yang tersebar berserak-serakan dalam literatur 
fiqh yang ada sekarang ini. Lebih jauh dari itu, harus pula tersedia tenaga peneliti 
terlatih yang dapat melakukan penelitian untuk kepentingan integrasi tersebut, turut 
berpartisipasi dalam meningkatkan mutu aparat pengadilan agama yang ada dan 
menerbitkan literatur baru tentang hukum Islam dan upaya integrasinya di atas.  
  Di samping hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat pula 
dikatakan bahwa hukum Islam dapat berperan secara aktif dalam proses pembangunan 
hukum di Indonesia jika ia mampu membawa para pemeluknya kepada hal-hal sebagai 
berikut : 
  Pertama, umat Islam harus mampu berpegang teguh pada nilai-
nilai menetap mana yang baik dan mana buruk, mana yang boleh dilakukan dan yang 
tidak diperkenankan di masa terjadinya perubahan-perubahan besar dalam pola hidup 
dan pola berpikir dewasa ini. Nilai-nilai moral yang menetap ini dijadikan sebagai 
pedoman bagi umat Islam  untuk tetap bertahan pada pendiriannya di masa orang lain 
merasa resah dan bingung mencari jalan kehidupan manayang harus ditempuh. Dengan 
nilai-nilai menetap itu, hukum Islam akan mampu meninjau dengan jernih langkah-
langkah perubahan yang harus diambilnya tanpa merusak sendi-sendi kehidupannya 
sendiri secara keseluruhan. Dengan kata lain, nilai kehidupan yang digalinya dari al-
Qura’an dan al-Hadits akan membuatnya senantiasa mencari keseimbangan antara 
tantangan yang harus dihadapi dan responsi yang dianggapnya baik untuk menjawab 
tantangan tersebut. Karenanya, ia akan selalu bersikap kritis terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi atas hidupnya pribadi maupun kehidupan masyarakat. 
Kedua, rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah SWT harus dimiliki 
oleh umat Islam. Umat Islam juga harus memiliki rasa kasih sayang kepada sesama 
manusia dalam arti yang luas dan dinamis serta mampu memahami pendirian orang lain, 
seagama maupun tidak  Hal ini penting untuk dimiliki mereka karena dapat 
menumbuhkan kesadaran akan arti penting dari pola hubungan saling 
berketergantungan antara sesama manusia.  
  Ketiga, umat Islam harus mampu mengatur keseimbangan yang 
wajar dalam kehidupan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan ruhani. Sikap yang 
perlu dimiliki akan hal ini adalah bahwa kebutuhan hidup duniawi sama besarnya 
dengan kebutuhan bagi hidup ukhrawinya di kelak kemudian hari. Ia tidak mengambil 
porsi lebih besar dari perhatiannya dalam memenuhi kebutuhan hidup duniawinya. 
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Kebutuhan hidup duniawi selalu menuju kepada usaha memiliki barang-barang 
konsumtif yang lebih mewah dan untuk itu ia harus berusaha keras mencapai 
kemampuan finansial sebesar-besarnya yang seringkali dengan tidak mengindahkan 
baik atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan untuk kemampuan tersebut. Dengan 
memiliki kesadaran akan kerusakan besar yang diderita oleh pertumbuhan watak 
hidupnya dari penggunaan cara-cara demikian itu, seorang muslim akan mampu 
mendasarkan pola hidupnya atas pemenuhan kebutuhan materiil yang sesuai dengan 
kemampuan riil. Pembatasan pola kosumtif ini pada gilirannya akan menciptakan 
kemampuan mengatur keseimbangan yang wajar dalam kehidupan antara kebutuhan 
materiil dan kebutuhan ruhani.  
 Relevansi hukum Islam bagi pembangunan hukum di Indonesia dapat 
ditunjukkan oleh kemampuan hukum Islam menumbuhkan kemampuan seperti itu 
dalam diri pemeluknya. Kemampuan membatasi kebutuhan duniawi pada gilirannya 
pula akan membawa mereka kepada kesadaran akan perlunya mengatur kehidupan 
masyarakat yang mempertimbangkan faktor-faktor non materiil dalam proporsi yang 
cukup besar untuk menghindari kerusakan-kerusakan besar dalam hidup kejiwaannya. 
Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kemampuan seperti itu adalah dengan 
mengembangkan semangat ajaran yang menaati hukum secara modern sehingga 
mencocoki tuntutan zaman sekarang. 126  Sebab Islam adalah agama yang sejak dari 
semula mengajarkan taat kepada hukum. Ketaatan kepada hukum keagamaan dan 
ketaatan kepada Allah SWT merupakan bagian dari sikap pasrah (Islam) kepada-Nya.  
Pengembangan kesadaran hukum Islam ini akan memberikan harapan semakin 
besarnya kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. 
Alasannya adalah pernyataan dari para tokoh ahli hukum Indonesia seperti Burhanuddin 
Lopa, Bustanul Arifin, Bismar Siregar, Ismail Saleh dan Padmo Wahyono bahwa 
pembangunan hukum nasioanl Indonesia harus memperhatikan aspirasi kehukuman 
yang hidup dalam masyarakat luas dan ini berarti aspirasi hukum Islam.  
Keempat, hukum Islam perlu digali kembali dari perbendaharaan intelektual 
Islam di bidang hukum itu untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan hukum yang 
lebih relevan terhadap zaman dan bersifat nasional. Strategi yang dapat ditempuh adalah 
dengan mempelajari segi dinamis perbendaharaan hukum itu. Yang dimaksud segi 
dinamis di sini adalah segi yang melatar belakangi dan mendasari prinsip berpikir dan 
metodologinya dalam pendekatan kepada masalah kehukuman itu yang telah dirintis 
oleh para mujtahid besar seperti Imam Syafi’i dengan idenya tentang prinsip-prinsip 
yurisprudensi dalam Islam.  
                                                             
126  Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam 
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), 83. 
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Karena itu sungguh relevan dengan masalah ini, menurut Nurcholish Madjid,127 
ide yang hendak mengembangkan penganutan suatu madzhab yang tidak lagi menitik 
beratkan kepada qawl (pendapat ad hoc) melainkan lebih menekankan segi metodologis 
(manhaj) yang dinamis. Melalui pendekatan Ushul al-Fiqh maka proses abstraksi dan 
generalisasi bahan-bahan spesifik hukum Islam dapat dilakukan sehingga mencapai 
tingkat yang tinggi. Dengan begitu hukum Islam juga menjadi universal dalam arti 
dapat berlaku dan bermanfaat untuk semua orang dan semua kelompok tanpa 
memandang perbedaan agama mereka. Sebagai contoh dapat diberikan di sini, misalnya 
ajaran atau hukum musyawarah yang sekalipun merupakan ajaran atau hukum yang 
berasal dari Islam namun kini diterima sebagai nilai nasional yang tinggi dan memberi 
manfaat kepada semua warga negara tanpa peduli agama yang dianutnya. 
 Masalah manhaj dalam soal kajian hukum Islam dengan sendirinya 
adalah masalah Ushul al-Fiqh. Masalah ini dapat dikembangkan menjadi dasar teori 
bagi tindakan praktis dan realistis. Berpikir dan bertindak dengan menuruti garis filsafat 
hukum seperti terumuskan dalam kaedah-kaedah Ushul al-Fiqh akan membuat umat 
Islam, khususnya para ahli hukumnya, menjadi dinamis dan progresif serta senantiasa 
mampu menemukan jalan pemecahan bagi masalah-masalah sulit apapun. Sudah tentu 
masalah ini adalah kompleks sekali dan menyangkut pemahaman yang mendalam. 
Namun demikian, jika rumusan Ushul al-Fiqh yang menjadi filsafat pembentukan fiqh 
ditelaah secara serius, maka nyatalah ia memiliki relevansi yang amat tinggi dengan 
tuntutan kehidupan di zaman modern.  
 
E. Penutup   
Sederetan masalah yang dapat dan harus dilakukan dalam usaha memberikan 
kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia masih banyak. 
Semua itu terasa tidak perlu dikemukakan di sini mengingat keterbatasan waktu dan 
forum ini. Suatu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa hukum Islam dalam 
memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia harus 
mampu membenahi dirinya terlebih dahulu sebelum melangkahkan kaki lebih jauh ke 
dalam keterlibatan seperti itu. Pembenahan diri ini meliputi banyak aspek terutama 
sekali segi kemampuannya memahami dan menggunakan Ushul Fiqh dan Qowaid al-
fiqhiyyah sebagai metodologi istinbath al-hukm secara maksimal dalam proses 
pengambilan hukum Islam dari sumber-sumbernya yakni al-Qur’an dan al-hadis.  
Hal ini berarti titik berat penglihatannya lebih tertuju pada manhaj (metodologi) 
yang dipakai para ulama dahulu dalam proses penggalian hukum daripada hasil yang 
                                                             
127 Kaidah-kaidah Ushul al-Fiqh yang memiliki relevansi yang sangat tinggi di zaman modern ini bias 
dilihat dalam al-Syaikh Ahmad in al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarah al-Qawaid al-Fiqhiyah, 
(Damaskus: Dar al-qalam, 1989M/1409H). 
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dicapai. Dengan memegangi kerangka berpikir konstruktif yang paradigmanya sampai 
sekarang masih relevan untuk dikembangkan ini maka akan tercipta “fiqh baru” yang 
mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam 
masyarakat secara dinamis, fleksibel dan elastik karena kerangka pikir fiqh yang 
disuguhkan bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat membawa dan 
membebaskan para pemeluknya dari sikap “tidak acuh” kepada kebutuhan membangun 
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